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ABSTRAK

Jumlah calon jamaah haji setiap tahun semakin meningkat. Sedangkan
kuota haji dari pemerintah Arab Saudi jumlahnya terbatas. Akibatnya terjadi antrian
daftar tunggu keberangkatan jamaah haji. Dengan meningkatnya jumlah calon
jamaah haji serta antrian yang semakin panjang, maka semakin besar pula
akumulasi dana haji yang terkumpul. Tercatat hingga tahun 2024 akumulasi dana
haji yang terkumpul sebesar 171 Triliun Rupiah. Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH) selaku Lembaga yang bertugas untuk mengelola dana haji dituntut untuk
menginvestasikan dana haji tersebut untuk mencapai nilai manfaat yang maksimal
melalui prinsip-prinsip Syariah. Dalam hal investasi khususnya investasi pada
sector infratruktur negara, BPKH menghadapi tantangan berupa pro-kontra
masyarakat ketika dana haji dipakai untuk membiayai infrastruktur.

Penelitian ini membahas tantangan pengelolaan dan investasi dana haji oleh
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Melalui metode penelitian studi
kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif menggunakan pendekatan
yuridis-normatif. Hasil kajian menunjukkan adanya dua tantangan utama. Pertama,
pro dan kontra terkait investasi dana haji pada infrastruktur negara dipicu oleh
ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas
proyek-proyek pemerintah. Kedua, adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
yang mengharamkan penggunaan nilai manfaat investasi dana haji untuk
membiayai penyelenggaraan ibadah haji menimbulkan dilema.

Sikap BPKH atas ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap investasi
infrastruktur dengan menekankan bahwa setiap penempatan dana dilakukan secara
hati-hati, transparan, serta melalui kajian risiko dan kepatuhan syariah yang ketat
untuk memastikan keamanan dan kemaslahatan dana jamaah. Kemudian fatwa dari
Komisi fatwa MUI disikapi BPKH dengan cara berdialog dengan MUI yang
menghasilakan MoU antara BPKH-MUI dalam hal tata kelola dana haji agar lebih
menjadi lebih baik. Hal tersebut juga direspon Kementerian Agama melalui
Mudzakarah Perhajian Tahun 2024 yang memutuskan bahwa penggunaan nilai
manfaat investasi dana haji untuk penyelenggaraan ibadah haji diperbolehkan. Hal-
hal tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara regulasi, kebijakan
keagamaan, dan peningkatan kepercayaan publik demi mewujudkan tata kelola
dana haji yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.

Kata kunci: BPKH, dana haji, investasi, fatwa, kepercayaan publik

ABSTRACT
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The prospective hajj pilgrims has continued to increase each year, whereas
the hajj quota allocated by the Government of Saudi Arabia remains limited.
Consequently, a long waiting list for hajj departures has emerged. Alongside the
growing number of prospective pilgrims and the lengthening queue, the
accumulation of hajj funds has also significantly increased. As of 2024, the total
accumulated hajj funds amounted to approximately 171 trillion Rupiah. The Hajj
Financial Management Agency (BPKH), as the institution mandated to manage
these funds, is required to invest them in order to achieve optimal returns in
accordance with Sharia principles. In terms of investment, particularly in the
national infrastructure sector, BPKH faces the challenge of public controversy
regarding the use of hajj funds to finance infrastructure projects.

This study examines the challenges in managing and investing hajj funds by
BPKH. The study employs a literature review method and is analyzed qualitatively
and descriptively through a juridical-normative approach. The findings indicate two
major challenges. First, the debate surrounding the investment of hajj funds in
national infrastructure is largely triggered by a lack of public trust in the
transparency and accountability of government projects. Second, the fatwa issued
by the Indonesian Ulema Council (MUI), which prohibits the use of returns from
hajj fund investments to finance the implementation of the hajj pilgrimage, has
created a normative and practical dilemma.

BPKH has responded to public distrust regarding infrastructure investments
by emphasizing that all fund placements are conducted with prudence,
transparency, and strict risk assessment as well as Sharia compliance, in order to
ensure the safety and welfare of pilgrims’ funds. Meanwhile, BPKH addressed the
MUI fatwa through dialogue with the MUI, resulting in a Memorandum of
Understanding (MoU) between the two institutions to strengthen governance of hajj
fund management. This development was further reinforced by the Ministry of
Religious Affairs during the 2024 Hajj Symposium (Mudzakarah Perhajian),
which concluded that the use of returns from hajj fund investments to finance the
pilgrimage is permissible.

Keywords: Hajj fund management, BPKH, investment policy, fatwa, governance,
public trust

XViii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan dana haji merupakan salah satu aspek penting dalam
penyelenggaraan ibadah haji yang menyangkut amanah tata kelola keuangan
dari jutaan umat Islam. Dana yang terkumpul dari setoran jamaah haji tersebut
tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga memiliki nilai spiritualitas yang
tinggi. Dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia menghadapi
kompleksitas dalam mengelola dana setoran haji yang jumlahnya mencapai
ratusan triliun rupiah.! Dana tersebut tidak hanya dikelola secara aman dan
produktif, tetapi juga harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kehati-

hatian, transparan, dan akuntabel.

Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai tantangan dalam pengelolaan
dana haji yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku
kepentingan.? Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga
menyentuh aspek hukum, sosial, dan keagamaan. Salah satu tantangan utama
adalah tantangan hukum yang masih menimbulkan tafsir ganda, terutama terkait
implementasi investasi dana haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Haji. UU ini menekankan pentingnya

1 Neni Sri Imaniyati, Pengelolaan Dana Haji Indonesia Kajian Dari Perspektif
Ekonomi Syariah-Damera Press (Jakarta: Damera Press, 2023), him. 23

2 Novi Tri Oktavia et al., “Manajemen Risiko Investasi Dana Haji Sebagai Upaya
Pengembangan Dana Tepat Guna,” Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan
Ekonomi Syariah 9, no. 1 (Mei 2023), him. 61



pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, namun pada

praktiknya masih terdapat celah dalam perumusan kebijakan.

Gambar 1. Total Dana Haji Setiap Tahun

Akumulasi Dana Haji Pertahun
(Dalam Triliun Rupiah)

171,65
i : * : I

2020 2021 2022 2023 2024

Sumber: BPKH, Data diolah

Salah satu tantangan utama adalah persoalan hukum dan regulasi yang
mendasari pengelolaan dana haji. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi pijakan yuridis dalam mengatur
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana tersebut. Namun, dalam
praktiknya, interpretasi terhadap isi undang-undang ini masih menimbulkan

perbedaan pandangan.

Dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 pada pasal 48 ayat 1 yang berbunyi
“Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk

produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi



lainnya”. 3 Pada pasal 48 ayat ke 2 berbunyi “Penempatan dan/atau investasi
Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehatian-hatian,

nilai manfaat, dan likuiditas”.*

Ada perbedaan tafsir pada pasal 48 ayat 1 diatas, kalimat bahwa “dana haji
dapat diinvestasikan dalam bentuk surat berharga, investasi langsung, dan
investasi lainnya” dimaknai oleh pemerintah sebagai bolehnya BPKH
berinvestasi pada SBSN untuk membiayai infrastruktur.’> Padahal sebagian
masyarakat menolak dana haji digunakan untuk membiayai infrastruktur karena
Pertama, ini hanya alasan pemerintah karena sedang kesulitan mencari dana
segar untuk membiayai proyek negara; Kedua, karena proyek pemerintah
dinilai rentan akan terjadinya berbagai masalah baik karena penyelewengan

dana maupun terjadinya proyek—proyek yang mangkrak.®

Pada pasal 48 ayat ke 2, kalimat yang berbunyi “berinvestasi dengan
mempertimbangkan aspek keamanan dan kehati-hatian dianggap tidak
dijalankan oleh BPKH karena proyek tersebut dimiliki oleh negara lantas dana

haji langsung diinvestasikan didalamnya tanpa mempertimbangkan track

3 Pasal 48 ayat 1

4 Pasal 48 ayat 2

5 Aulia lkhwani and Ahmad Wira, “Rentanbilitas Penggunaan Dana Haji Untuk
Investasi Infrastruktur Pada Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH )”, MABRUR: Academic
Journal of Hajj and Umra vol 3:1 (Maret 2024), him. 78.

6 <“Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur Potensial Langgar UU”,
https://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 16 Juli 2025 pukul 23.58 WIB


https://www.hukumonline.com/berita/a/penggunaan-dana-haji-untuk-infrastruktur-potensial-langgar-uu-lt597f034d93160/

record beberapa proyek negara yang bermasalah dan mangkrak.” Hal-hal
tersebut jika tidak dikontrol pada akhimya akan membahayakan dana haji yang
pada gilirannya akan mengganggu kesinambungan penyelenggaraan ibadah

haji.

Gambar 2. Proyek yang dibiayai SBSN

Proyek Negara yang dibiayai SBSN
dalam nilai (Rp. Triliun)

100%
90%
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40%
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0%

Sumber: BPKH, data diolah

Berikut merupakan beberapa proyek infrastruktur yang didanai melalui
skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang juga menjadi salah satu
bidang penempatan investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).®

Pada sektor transportasi darat, terdapat pembangunan Terminal Tipe A Anak

" Ikhwani and Wira, “Rentanbilitas Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi
Infrastruktur Pada Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH )”, MABRUR: Academic
Journal of Hajj and Umra vol 3:1 (Maret 2024), him. 78

8 Beny Witjaksono et al., Kupas Tuntas Investasi SBSN BPKH, Badan Pengelola
Keuangan Haji, (Jakarta: BPKH,2021) him. 13



Air di Padang. Di sektor transportasi laut, dilaksanakan pebmbangunan
Pelabuhan Nabire, sedangkan untuk sektor transportasi udara, proyek yang

dijalankan adalah pembangunan Bandara Nabire Baru.’

Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur transportasi yang dibiayai melalui
skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Kementerian Perhubungan.
Untuk sektor perkeretaapian, proyek-proyek tersebut meliputi: Paket A
(pembangunan fasilitas kereta api dari Manggarai hingga Jatinegara),
pembangunan jalur ganda Kroya—-Kutoarjo, jalur ganda Madiun-
Kedungbanteng, jalur ganda kereta api Trans Sumatera pada lintas
Rantauprapat—Kotapinang, serta pengembangan jalur kereta api Besitang—

Langsa.®

Kelompok yang tidak setuju menyatakan bahwa dana haji hanya boleh
digunakan secara langsung untuk kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji,
seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi jamaah.!'! Sementara itu,
kelompok yang lebih fleksibel menilai bahwa selama penggunaan dana
memberikan manfaat tidak langsung dan kembali ke jamaah, maka hal itu dapat

dibenarkan.!?

® Witjaksono et al. Kupas Tuntas Investasi SBSN BPKH, Badan Pengelola Keuangan
Haji, (Jakarta: BPKH,2021) him. 15

10 Ibid, him. 17

1 Jkhwani and Wira, “Rentanbilitas Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi
Infrastruktur Pada Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH )”, MABRUR: Academic Journal
of Hajj and Umra vol 3:1 (Maret 2024), him. 78

12 1bid, him. 80



Selain persoalan hukum, persoalan serius lainnya adalah keberadaan fatwa
haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penggunaan dana haji. Fatwa
tersebut menegaskan bahwa nilai manfaat dari dana haji tidak boleh digunakan
untuk membiayai calon jamaah haji yang lain karena dianggap tidak sesuai
dengan prinsip syariah. Pengharaman ini tertuang dalam Keputusan Konsensus
Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V111 Nomor 09/KonsensusUlama/V111/2024
tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon

Jamaah Haji untuk membiayai jamaah lain.!3

Fatwa ini menimbulkan dilema tersendiri bagi pemerintah dan BPKH. Di
satu sisi, ada keinginan untuk mengembangkan dana agar tidak mengendap agar
dapat memberikan nilai manfaat ekonomi. Namun di sisi lain, ada batasan moral
dan religius yang mengikat bahwa dana tersebut merupakan amanah ibadah
yang tidak boleh dialihkan sembarangan. Meskipun BPKH mengklaim bahwa
investasi dilakukan untuk menjaga nilai dana dan memberikan manfaat bagi
jamaah, sebagian kalangan menilai praktik ini berpotensi bertentangan dengan
prinsip keadilan dan amanah dalam Islam.* Hal ini mencerminkan tantangan
normatif dalam menyelaraskan pengelolaan dana secara modern dengan

prinsip-prinsip syariah.

13 MUI, Fatwa Nomor 09/Ijtima’ Ulama/VIII/2024, Sekretariat Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia, (Mei 2024)

14 Oktavia et al., “Manajemen Risiko Investasi Dana Haji Sebagai Upaya
Pengembangan Dana Tepat Guna”, Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan
Ekonomi Syariah, Vol 9:1, (Agustus 2023), him. 69



Fatwa haram ini juga berdampak pada pengambilan keputusan strategis.
Investasi pada sektor tertentu, seperti infrastruktur atau proyek pemerintah,
menjadi tidak relevan jika tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan
kepentingan jamaah haji.l®> Ketegangan antara kepentingan negara dan
kepatuhan kepada lembaga keagamaan yang memiliki otoritas yang kuat pun

menjadi isu yang terus diperdebatkan.

Masalah hukum, fatwa haram, dan perbedaan tafsir undang-undang
semuanya menunjukkan bahwa tata kelola dana haji berada dalam kondisi yang
menuntut reformasi dan harmonisasi kebijakan. Jika tidak dilakukan perbaikan
menyeluruh, maka pengelolaan dana haji berisiko tidak hanya secara

administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjawab berbagai tantangan yang
dengan memperkuat regulasi, memperjelas definisi dalam UU, dan menyusun
pedoman interpretatif bersama dengan MUI dan para pakar hukum Islam.®
Pendekatan ini akan menghindari multitafsir dan memberikan arah yang lebih

pasti dalam pengelolaan dana keagamaan.

15 Jkhwani and Wira, “Rentanbilitas Penggunaan Dana Haji Untuk Investasi
Infrastruktur Pada Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH )”, MABRUR: Academic Journal
of Hajj and Umra vol 3:1 (Maret 2024), him. 78

16 M Arief Mufraini, Dana Haji Indonesia: Harapan Dalam Paralogisme
Pengelolaan Dan Teorisasi Keuangan Syariah (Jakarta: Prenada Media, 2021), him. 73



Tantangan-tantangan  tersebut harus dijawab dengan integritas,
profesionalisme, dan kepekaan spiritual.}” Pengelolaan dana haji bukan hanya
soal isu keuangan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan menjaga
kesucian niat ibadah umat Islam. Kegagalan dalam menanganinya akan menjadi
citra buruk bagi pemerintah yang akan sulit dilupakan. Dengan mengenali
tantangan secara mendalam sejak awal, diharapkan semua pihak dapat
merumuskan solusi yang komprehensif. Pengelolaan dana haji harus menjadi
contoh tata kelola keuangan publik berbasis syariah yang bersih, transparan, dan

amanah dalam segala aspeknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:
1. Apa Tantangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam
Mengelola Dana Haji di Indonesia?
2. Bagaimana Sikap BPKH dalam menghadapi Tantangan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Tantangan — Tantangan dalam Pengelolaan Dana

Haji di Indonesia

17 Imaniyati, Pengelolaan Dana Haji Indonesia Kajian Dari Perspektif Ekonomi
Syariah (Jakatra: Damera Press, 2023), him. 87



2. Untuk Menjelaskan Sikap BPKH dalam Menyikapi Tantangan-

tantangan Tersebut
Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pengetahuan tentang Pengelolaan Dana Haji yang dikelola oleh Badan
Pengelola Keuangan Haji, serta dapat menjelaskan tantangan yang
dihadapi BPKH dalam mengelola Dana Haji di Indonesia

2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada
Pemerintah, Badan Pengelola Keuangan Haji, serta masyarakat terkait
dengan pengelolaan Dana Haji yang lebih baik di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah
penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan menggunakan
literatur kepustakaan, baik berupa buku, peraturan perundang-undangan,
maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan Pengelolaan Dana

Haji’s,

2. Sifat Penelitian

18 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan
(Jakarta: Kencana, 2014) him. 37.
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Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif-
deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tantangan

pengelolaan serta investasi dana haji di Indonesia.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada tesis ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif.
Pendekatan yuridis normatif adalah rangkaian dari penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan
dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan
perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.*®
4. Sumber Data

Sumber data bersumber dari stakeholder pengelolaan dana haji, baik dari
BPKH maupun dari Kementerian Agama. Sedangkan data lainnya merupakan
sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui sumber ilmiah yang
berkaitan dengan tema penelitian baik berupa jurnal, tesis, disertasi, dan
sebagainya. Data-data tersebut merupakan data sekunder yang sudah diolah dan

tersedia dan disaring oleh penulis sesuai dengan tema penelitian.?
5. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan

19 Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan
Non-Doktrinal ( Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020) him 73.

20 Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV
Jejak Publisher, 2018) him 113.
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(library research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai
sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel
jurnal, serta karya ilmiah terkait.?:
6. Metode Ananlisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
kualitatif, yaitu setelah peneliti mengumpulkan data kemudian melakukan
analisa dengan cara menghubungkan dengan peraturan tentang pengelolaan
Dana Haji, untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan yang logis.??

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis secara maksimal berusaha untuk mengkaji dan
menelaah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil
dari telaah terhadap literatur kepustakaan tersebut menunjukkan bahwa
penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji maupun penelitian
tentang Badan Peneglola Keuangan Haji sudah ada sebelumnya. Meskipun
demikian, penulis belum menemukan penelitian yang secara spsifik mengkaji
tentang tantangan pengelolaan dan investasi dana haji oleh Badan Pengelola

Keuangan Haji.

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang beraitan dengan tema
penelitian diantaranya penelitian yang mengkaji tentang pengelolaan dana haji
dalam perspektif keadilan yang ditulis oleh Efin Faridho pada tahun 2022

berjudul 'Pengelolaan Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji

21 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2021) him.
73.

22.3 Pd Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Talakar: Yayasan Ahmar Cendekia
Indonesia, 2019) him. 89.
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(BPKH) dalam Perspektif Keadilan', disimpulkan bahwa meskipun pengelolaan
investasi dana haji oleh BPKH telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah,
penerapan keadilan dalam distribusi imbal hasil bagi calon jemaah haji dinilai
belum optimal. Pemerintah diharapkan dapat terus membangun kepercayaan
publik dengan meningkatkan kualitas layanan serta tata kelola dana haji yang
transparan dan adil, khususnya bagi mereka yang belum berangkat. Dana haji
memiliki potensi besar, sehingga pengelolaannya perlu diarahkan untuk
memberikan manfaat secara langsung kepada calon jamaah dalam antrean

maupun masyarakat secara luas.

Berikutnya adalah penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi
pengelolaan dana haji yang ditulis oleh Iswan Jen dalam penelitiannya tahun
2021 yang berjudul 'Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji untuk Kesejahteraan
Jamaah Haji di Indonesia’ menyimpulkan bahwa pengelolaan dana haji
seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan ibadah haji serta

kesejahteraan jamaah.

Selanjutnya penelitian tentang pemanfaatan setoran awal biaya haji yang
ditulis oleh Lubna Laelatul Farhan dalam penelitiannya tahun 2020 yang
berjudul 'Pemanfaatan Setoran Awal Dana Haji untuk Biaya Perjalanan
Ibadah Haji (Bipih) Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah'
menyimpulkan bahwa penggunaan dana haji milik jamaah yang jumlahnya
cukup besar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan
pemanfaatan yang maksimal. Hal ini terlihat dari adanya distribusi nilai manfaat

yang dialokasikan untuk mensubsidi keberangkatan jamaah haji, yang dananya
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bersumber dari nilai manfaat milik jamaah yang masih menunggu giliran.
Konsekuensinya, nilai manfaat yang seharusnya menjadi hak individu setiap

calon jamaah mengalami pengurangan.

Kemudian penelitian tentang pengelolaan dana haji tanpa pengawasan OJK
yang ditulis oleh Maria Ulfa, dalam penelitiannya tahun 2019 yang berjudul
'Pengelolaan Dana Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Tanpa
Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Perspektif Hukum Islam)'
menyimpulkan bahwa dari sudut pandang siyasah dustiriyyah, absennya
pengawasan OJK terhadap dana haji dianggap sah, karena OJK memang tidak
memiliki regulasi khusus untuk mengawasi dana tersebut. Ketidakterlibatan
OJK dalam pengawasan pengelolaan dana haji oleh BPKH dipandang sebagai
persoalan yang perlu perhatian. Dalam perspektif Islam, urusan strategis seperti
ini harus diatur secara rinci. Oleh karena itu, kehadiran aturan yang mengatur
peran OJK dalam pengawasan dana haji yang dikelola oleh BPKH dinilai dapat

membawa maslahah atau kemanfaatan.

Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji telah banyak dikaji
sebelumnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan serta sudut pandang
yang dipakai berbeda. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada tantangan-
tantangan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan Haji dalam mengelola

dana haji.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, untuk menganilisis objek kajian, yakni tantangan

dalam pengelolaan dana haji oleh BPKH, maka penulis merumuskan



kerangka teori sebagai berikut:

1. Tantangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tantangan paling
tidak diartikan menjadi tiga hal yaitu: a) Sebagai ajakan berkelahi
(berperang dan sebagainya); b) Hal atau objek yang menggugah tekad
untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; rangsangan
(untuk bekerja lebih giat dan sebagainya): ¢) Hal atau objek yang perlu
ditanggulangi. Secara umum, tantangan dalam KBBI merujuk pada
sesuatu yang menantang, baik ajakan, masalah yang harus
diselesaikan, ataupun rangsangan untuk melakukan sesuatu yang lebih
baik.

Dalam konteks kelembagaan dalam hal ini lembaga negara,
tantangan dalam lembaga negara dapat dipahami sebagai hambatan,
tekanan, atau masalah yang dihadapi lembaga dalam menjalankan
fungsi konstitusionalnya. Tantangan ini muncul karena perbedaan
antara idealitas regulasi kenegaraan dengan realitas praktik
kelembagaan.

Tantangan juga berarti kesenjangan antara aturan formal dan
praktik di lapangan. Banyak kebijakan negara bagus secara normatif,
tetapi gagal saat diimplementasikan. Tantangan kelembagaan negara
bisa pula dipahami sebagai problem koordinasi. Lembaga yang
berjalan sendiri-sendiri cenderung menghasilkan kebijakan yang tidak

sinkron.
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Secara konseptual, tantangan lembaga negara dapat pula dilihat
sebagai jarak antara ideal konstitusi dan praktik. Konstitusi mengatur
dengan jelas fungsi negara, namun kenyataan di lapangan sering jauh
berbeda.

Dengan demikian, tantangan dalam lembaga negara dapat
dirumuskan sebagai segala bentuk hambatan, baik internal maupun
eksternal, yang menguji kapasitas, legitimasi, dan akuntabilitas
institusi negara. Tantangan ini menuntut reformasi, inovasi, serta
keseriusan dalam menjaga integritas kelembagaan.

Tantangan dalam pengelolaan dana haji dapat dipahami sebagai
berbagai hambatan, kendala, maupun kompleksitas yang muncul
dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana
jamaah haji. Dana haji bersifat unik karena bukan sekadar dana
publik, tetapi juga dana umat yang memiliki nilai religius, sosial, dan
ekonomi sekaligus. Secara kelembagaan, tantangan muncul karena
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus menyeimbangkan
mandat profesional sebagai lembaga keuangan dengan kewajiban
syariah sebagai institusi yang mengelola dana umat Islam. Dualitas
fungsi ini membuat tata kelola dana haji lebih kompleks dibandingkan
dana publik lain.

Tantangan lain hadir dalam aspek regulasi. Undang-undang
memberikan kerangka hukum formal, tetapi regulasi sering kali

tertinggal dibandingkan dinamika kebutuhan pengelolaan investasi.

15



Ketidaksesuaian antara aturan dan realitas dapat menghambat
fleksibilitas BPKH dalam mengembangkan nilai manfaat dana haji.
Dari sisi keagamaan, muncul tantangan sinkronisasi antara hukum
positif dengan fatwa ulama. Instrumen investasi yang secara hukum
negara legal belum tentu dianggap sesuai syariah. Perbedaan
interpretasi ini bisa menimbulkan polemik di masyarakat yang
mempertanyakan kesesuaian pengelolaan dana dengan prinsip Islam.

Kepercayaan publik juga menjadi tantangan fundamental. Dana
haji bersumber dari setoran masyarakat yang jumlahnya sangat besar.
Kecil saja isu terkait transparansi atau dugaan penyalahgunaan dana
dapat merusak legitimasi BPKH, meskipun belum tentu terbukti
secara hukum.

Dari perspektif tata kelola keuangan, risiko investasi menjadi
tantangan yang tidak bisa dihindari. Dana haji diinvestasikan untuk
memperoleh nilai manfaat, namun kondisi pasar yang fluktuatif
menimbulkan kemungkinan kerugian. Oleh karena itu, BPKH harus
mampu menyeimbangkan antara keamanan dan profitabilitas. Selain
risiko pasar, tantangan muncul dalam hal diversifikasi investasi.
Instrumen syariah yang sesuai dengan ketentuan figh muamalah
masih terbatas dibandingkan instrumen konvensional. Hal ini
membuat pilihan investasi BPKH tidak sebanyak lembaga keuangan
lain.

Dengan demikian, teori tantangan dalam pengelolaan dana haji

16
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dapat dirumuskan sebagai akumulasi hambatan dari aspek hukum,
kelembagaan, keagamaan, politik, ekonomi, hingga sosial. BPKH
harus mampu mengelola seluruh tantangan ini secara seimbang agar
dana umat tidak hanya aman, tetapi juga memberikan nilai manfaat
sesuai prinsip syariah. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya
berfokus pada tantangan pengelolaan dana haji dalam dalam konteks
regulasi investasi dan tantangan fatwa keagamaan.

2. Sinkronisasi

Sinkronisasi secara umum dapat didefinisikan sebagai proses penyelarasan
antara berbagai sistem, aturan, dan praktik agar berjalan harmonis dalam
satu tujuan. Dalam ilmu kelembagaan, sinkronisasi menjadi kunci untuk
menghindari tumpang tindih kewenangan dan kebijakan. Dalam konteks
regulasi, sinkronisasi berarti upaya menyatukan norma hukum yang
berasal dari berbagai sumber. Hal ini penting karena peraturan perundang-
undangan seringkali dibuat oleh lembaga berbeda dengan sudut pandang
yang tidak seragam.

Sinkronisasi juga bisa dipahami sebagai harmonisasi kebijakan.
Artinya, berbagai kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah,
lembaga independen, maupun aktor politik harus sejalan agar tidak saling
bertentangan dalam implementasinya. Dalam teori tata kelola, sinkronisasi
berfungsi sebagai mekanisme penyatuan visi antar lembaga negara. Tanpa
sinkronisasi, lembaga akan berjalan sendiri-sendiri  sehingga

menyebabkan fragmentasi dan inefisiensi.
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Sinkronisasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.
Formal berarti memastikan aturan tidak saling bertentangan secara teks,
sedangkan substantif menekankan agar tujuan kebijakan tetap konsisten
dan tidak merugikan masyarakat.

Dalam kerangka hukum, sinkronisasi dilakukan melalui teknik
legislasi dan uji harmonisasi peraturan. Ini dimaksudkan agar tidak ada
norma yang multitafsir, yang bisa menimbulkan sengketa hukum maupun
kebingungan implementasi.

Dari perspektif kelembagaan, sinkronisasi berfungsi menjaga
koordinasi. Misalnya, lembaga yang memiliki kewenangan berbeda tetap
harus saling berkomunikasi agar kebijakan yang lahir bisa saling
mendukung, bukan saling menegasikan.

Sinkronisasi juga menjadi strategi untuk mengurangi konflik
kewenangan. Lembaga negara yang tumpang tindih fungsi sering
berselisih, sehingga sinkronisasi diperlukan agar tugas masing-masing
jelas dan tidak saling melampaui.

Dalam konteks sosial, sinkronisasi penting untuk menjaga
legitimasi. Jika regulasi dan kebijakan tidak sinkron, masyarakat akan
menilai negara inkonsisten, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan
publik. Sinkronisasi dapat dilihat sebagai bentuk konsensus. Artinya,
setiap lembaga maupun otoritas keagamaan, hukum, dan politik harus
mencapai kesepahaman dasar agar sistem pemerintahan berjalan stabil dan

tidak kontradiktif.
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Dalam literatur manajemen, sinkronisasi diartikan sebagai proses
integrasi. Sama halnya dengan organisasi, lembaga negara harus
menyatukan tujuan, sumber daya, dan strategi agar tercipta kinerja yang
optimal. Sinkronisasi juga memiliki dimensi normatif, yakni
menghubungkan aturan hukum dengan nilai moral atau agama. Hal ini
penting agar kebijakan negara tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi
juga diterima secara etis oleh masyarakat.

Proses sinkronisasi biasanya dilakukan melalui koordinasi antar
lembaga, konsultasi publik, serta evaluasi kebijakan. Dengan cara ini,
setiap aturan baru dapat dipastikan sesuai dengan regulasi lama dan
aspirasi masyarakat. Dengan demikian, sinkronisasi dapat dirumuskan
sebagai proses sistematis untuk menyatukan regulasi, kebijakan, nilai, dan
praktik agar berjalan harmonis. Tanpa sinkronisasi, tata kelola negara akan
menghadapi ketidakteraturan, konflik kewenangan, dan penurunan
legitimasi publik.

Sinkronisasi dalam pengelolaan dana haji dapat dipahami sebagai
upaya menyatukan kerangka hukum positif yang mengatur keuangan haji
dengan fatwa keagamaan yang menjadi pedoman syariah. Proses ini
penting agar kebijakan negara tidak bertentangan dengan prinsip
keagamaan yang dianut mayoritas masyarakat muslim.

Regulasi negara, seperti Undang-Undang No. 34 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Haji, memberikan dasar hukum bagi

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sementara itu, fatwa
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keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini dianggap
sebagai lembaga yang memiliki pengaruh dan otoritas prinsipal-moral bagi
umat Islam.

Tantangan muncul ketika terjadi perbedaan interpretasi antara
hukum positif dan fatwa. Regulasi mungkin memperbolehkan instrumen
investasi tertentu, tetapi fatwa bisa menilainya tidak sesuai syariah. Di
sinilah peran sinkronisasi menjadi sangat penting.

Sinkronisasi bukan berarti menyatukan dua sistem hukum yang
berbeda, melainkan menciptakan ruang dialog dan harmonisasi. Dengan
begitu, pengelolaan dana haji tetap berjalan sesuai hukum negara sekaligus
memenuhi prinsip syariah.

Dalam konteks hukum, sinkronisasi dapat dipandang sebagai bentuk
“integrasi normatif.” Negara mengakui keberadaan otoritas agama,
sementara lembaga keagamaan memahami urgensi kebijakan publik yang
efektif. Kesepahaman ini menghasilkan sinergi dalam praktik pengelolaan
dana haji. Dalam praktik kelembagaan, sinkronisasi dilakukan melalui
mekanisme konsultasi antara BPKH, Kementerian Agama, dan Dewan
Syariah. Proses ini memastikan bahwa instrumen investasi yang dipilih
tidak bertentangan dengan prinsip figh muamalah.

Sinkronisasi regulasi dan fatwa juga memiliki dimensi kepercayaan
publik. Jika dana haji dikelola sesuai hukum negara tetapi dianggap
melanggar fatwa, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Sebaliknya,

kepatuhan pada syariah tanpa kepastian hukum negara juga menimbulkan
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risiko administratif. Sinkronisasi di bidang ini dapat dilihat sebagai bentuk
legitimasi ganda. Regulasi memberikan legitimasi formal, sedangkan
fatwa memberikan legitimasi moral. Kedua legitimasi ini harus berjalan
beriringan agar BPKH dapat diterima sebagai lembaga terpercaya.

Teori sinkronisasi juga mengajarkan pentingnya membangun
mekanisme fleksibel. Fatwa sering berkembang sesuai ijtihad ulama,
sementara regulasi lebih rigid. Oleh karena itu, sinkronisasi menuntut
adanya ruang adaptasi agar hukum positif tidak kaku menghadapi
dinamika fatwa. Selain itu, sinkronisasi mencegah terjadinya konflik
norma. Tanpa harmonisasi, bisa saja terjadi keadaan di mana tindakan
yang sah menurut undang-undang dinilai tidak sah menurut syariah. Hal
ini dapat menciptakan krisis legitimasi bagi BPKH.

Sinkronisasi juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik. Dengan
menjelaskan bahwa regulasi dan fatwa saling mendukung, masyarakat
dapat memahami bahwa pengelolaan dana haji tetap berlandaskan prinsip
syariah sekaligus mengikuti aturan hukum formal. Dari sisi politik hukum,
sinkronisasi antara regulasi dan fatwa menjadi wujud akomodasi negara
terhadap aspirasi umat Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan
dana haji bukan hanya soal teknis keuangan, tetapi juga identitas
keagamaan umat.

Sinkronisasi juga membantu memperkuat stabilitas kebijakan.
Ketika aturan hukum dan fatwa sudah serasi, polemik publik dapat

diminimalisir, dan lembaga pengelola dana haji lebih fokus pada
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pengembangan nilai manfaat. Dengan demikian, teori sinkronisasi dalam
pengelolaan dana haji menekankan perlunya penyelarasan hukum positif
dengan hukum agama. Proses ini memastikan bahwa dana umat tidak
hanya dikelola secara profesional dan legal, tetapi juga sesuai prinsip
syariah yang mendasari kepercayaan jamaah.

3. Kepastian Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "kepastian™ merujuk
pada makna sebagai suatu ketetapan atau keputusan yang bersifat tetap.?®
Sementara hukum diartikan sebagai suatu sistem yang disusun oleh manusia
dengan tujuan mengatur dan mengendalikan perilaku manusia, sehingga
setiap tindakan individu tetap berada dalam batas-batas yang tertib dan
dapat diterima secara sosial.’* Oleh karena itu maka istilah "kepastian
hukum" dapat diartikan sebagai kondisi di mana sistem hukum suatu negara
mampu memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban seluruh warga

negaranya secara adil dan konsisten.

Dari perspektif filsafat, hukum diharapkan mampu memenuhi aspek
ontologis, yaitu menciptakan suasana tenteram dan kebahagiaan dalam
kehidupan manusia.?® Hal ini sejalan dengan maksud setiap manusia dan

menjadi inti dari eksistensi hukum itu sendiri. Hakikat hukum juga

23 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), David Moeljadi et al., Jakarta:
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2016.

24 H Zainuddin Ali, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2023), HIm. 79.

25 Theo Huijbers, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 1995), him. 117
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berfungsi sebagai sarana untuk membentuk aturan yang adil dalam tatanan

masyarakat.

Dari sisi epistemologi, hukum lahir melalui proses dan metode
tertentu yang sistematis, objektif, dan didasarkan pada kajian-kajian ilmiah
yang berkelanjutan, sehingga berkembang menjadi ilmu hukum sebagai
bagian dari ilmu pengetahuan.?® Sementara dalam aspek aksiologi, hukum
mengandung seperangkat nilai yang wajib dihormati dan dijalankan oleh

seluruh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia
adalah negara hukum."?’ Pernyataan ini menunjukkan bahwa bangsa
Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya, setiap tindakan,
perilaku, dan keputusan yang diambil oleh pejabat negara, aparat penegak
hukum, maupun masyarakat luas harus sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku dan tidak boleh menyimpang darinya.

Dalam kerangka ini, hukum memiliki peran sentral dalam menjaga
ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Terdapat pula ungkapan terkenal, ubi societas ibi ius "di mana ada

masyarakat, di situ ada hukum™ yang mencerminkan bahwa keberadaan

26 Theo Huijbers.
27 Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos Dan Pembongkaran
(Bandung: Mizan Pustaka, 2007), him. 69.
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hukum merupakan hal yang niscaya, karena kehidupan manusia tidak dapat
berjalan secara harmonis tanpa adanya keteraturan yang diatur melalui

norma hukum.

Nilai kepastian hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi
setiap warga negara dari tindakan kekuasaan yang sewenang-wenang.?®
Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin
perlindungan hukum bagi seluruh rakyatnya. Nilai ini memiliki keterkaitan
yang kuat dengan keberadaan hukum positif dan peran aktif negara dalam

mewujudkannya melalui perangkat hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, kepastian hukum menempati posisi penting
sebagai nilai fundamental yang harus melekat pada setiap produk hukum
yang dirumuskan dan diterapkan. Dengan adanya kepastian hukum,
diharapkan hukum mampu menghadirkan rasa keadilan serta menciptakan

keteraturan dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Pada bab

pertama, akan dipaparkan mengenai pendahuluan dalam penelitian tesis ini,

yang meliputi: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c)

tujuan dan manfaat penelitian, (d) metode penelitian, dan (e) sistematika

penulisan.

Pada bab kedua, akan dipaparkan mengenai teori dan kajian pustaka yang

28 Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia (Yogyakarta: Kencana, 2019),

him. 83.



relevan dengan penelitian ini. Pada bab ketiga akan dipaparkan mengenai
sejarah penyelenggaraan haji dan pengelolaan dana haji oleh BPKH, Visi-
Misi BPKH dan sebagainya. Pada bab keempat berisi tentang tantangan-
tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),
serta sikap BPKH dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Pada bab kelima yaitu kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan dari
pembahasan tema penelitian, dan saran yang berupa anjuran-anjuran
berdasarkan hasil dari penelitian kepada pihak panyelenggara haji maupun

kepada BPKH .

25



101

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari paparan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan investasi dana haji di Indonesia menghadapi dua
tantangan yaitu: Pertama, pro dan kontra terkait investasi dana haji pada
infrastruktur negara dipicu oleh ketidakpercayaan sebagian masyarakat
terhadap transparansi dan akuntabilitas proyek-proyek pemerintah.
Kedua, adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang
mengharamkan penggunaan nilai manfaat investasi dana haji untuk
membiayai penyelenggaraan ibadah haji menimbulkan dilema.

2. Sikap BPKH atas Kketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap
investasi infrastruktur dengan menekankan bahwa setiap penempatan
dana dilakukan secara hati-hati, transparan, serta melalui kajian risiko
dan kepatuhan syariah yang ketat untuk memastikan keamanan dan
kemaslahatan dana jamaah. Menanggapi fatwa dari komisi fatwa MUI
nomor 09/ijtima’ ulama’/VIIl/ 2024 yang mengharamkan penggunaan
nilai manfaat untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah
lain, BPKH menyatakan komitmennya untuk berdialog secara intensif
dengan para pemangku kepentingan guna mencari solusi terbaik yang

tetap menghormati prinsip syariah, salah satunya adalah melakukan
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MoU dengan MUI dalam hal tata kelola dana haji demi menjaga
keberlanjutan pembiayaan penyelenggaraan haji secara bertanggung
jawab dan berkeadilan. Hal tersebut didukung oleh Kementerian
Agama dengan mengadakan Mudzakarah Perhajian 2024 yang salah
satu keputusan dalam forum tersebut membolehkan penggunaan hasil
investasi dana haji atau nilai manfaat untuk membiayai penyelenggaraan

ibadah haji jamaah.

B. Saran

Beradasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang bias dikemukan

penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan harmonisasi dan penegasan tafsir atas Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2014 melalui peraturan turunan yang melibatkan pakar
hukum, ahli keuangan syariah, dan BPKH. Tujuannya agar arah
investasi, khususnya di sektor infrastruktur negara, memiliki kepastian
hukum, transparansi, dan tetap mematuhi prinsip syariah.

2. Dialog intensif antara otoritas pengelola haji, ulama, dan akademisi
perlu diperkuat untuk merumuskan kesepakatan fatwa yang lebih
kontekstual dan aplikatif. Pendekatan ini penting agar fatwa tidak hanya
normatif, tetapi juga mampu menjawab tantangan realitas pengelolaan
keuangan haji yang semakin kompleks.

3. Penguatan transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas. BPKH

dan Kementerian Agama perlu memperkuat laporan terbuka terkait
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alokasi dan hasil investasi dana haji agar jamaah dan publik dapat
memantau penggunaan dana secara objektif.

. Perlu adanya upaya penguatan literasi publik terkait filosofi pengelolaan
dana haji, sehingga jamaah memahami risiko, manfaat, serta prinsip
keadilan yang mendasari kebijakan investasi. Dengan demikian,
pengelolaan dana haji dapat semakin berorientasi pada kemaslahatan

jamaah dan tetap menjaga amanah umat secara berkelanjutan.
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